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Atursanksi
Aturan baru nanti akan men

dorongwargamemilahsampahorga
nikdan anorganik.Detimengatakan,
nantinya juga bakal diatur jadwal
pengangkutan sampah yang terbagi
menjadi dua, yaitu untuk sampah
organikdan anorganik.Bilaketentu
an pemilahansampah tidak dipatuhi,
kata dia,bisa dikenakansanksi."Con
tohnya, ketika ada petugas yang su
dah dibiayai pemerintah, ketika dia -
tidak pilah sampah, maka tidak di-

Dengan konsep desentralisasi,
menurut Deti, maka pemkot bakal
merancang sistem pengelolaansam
pah secarakeseluruhandan terstruk
tur. Ini disebut menyangkut pemba
ngunan sarana dan prasarana, pe
rekrutan tenaga. kerja, hingga pe
netapan retribusi sampahyangharus
dibayarwarganantinya.Iamenyebut,
pembiayaan yang akan menjadi be
ban anggaran pemerintah pun men
jadi hal penting yang mesti diren
canakan matang. Di antaranya ter
kait gaji petugas kebersihan yang
akan direkrut pemerintah. "Paling
. tidak gajinya setara UMK-Iah. De
ngan jumlah petugas untuk satu RW
ada dua orang. Dengan kita punya
1.500-an RW,makakurang lebihada
3.000-an petugas baru," kata dia.Regulatornya itu DLHK,kemudian

nanti ada bperatornyaPDKebersihan
atau pun dunia usaha yang akan
telibat dalam pengelolaan sampah.
Kemudianyangakan didesentralisa
sikan adalah melibatkan kecarnatan
dan kelurahan," kata Deti.

Detimenjelaskan,selamainisam
pah diangkutpetugasPDKebersihan

I dari 'tempat pernbuangan sementara
(TPS).Adapunsampah rumah tangga
diangkut oleh pihak RW, sehingga
pengumpulan sampah dinilai tak
optimal.Dalamaturan baru,menurut
dia, nantinya aparat kewilayahan di
tingkatkecamatandankelurahanakan
bertanggungjawab secara langsung
terhadap pengumpulan sampah dari
rumah-rumahwarga, "Iniuntukmen
jawab persoalandi KotaBandungka
rena masih banyaktitik pembuangan
liar. Kemudianmasihbanyak rumah
yang tidak terlayani pengumpulan
sampahnya oleh petugas RWkarena
alasanbiaya,"ujarnya.

Raper a tersenut aibuat untu
memperbaikisistempengelolaansam
pah di KotaBandung.Pemkotberke
inginanmembuatpengelolaansampah
lebih terstruktur hingga ke tingkat
wilayah. Saat ini, kata Kepala Seksi
KerjaSarnaTeknisOperasionalDinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
(DLHK)KotaBandungDetiYulianti,
pengelolaansampahhanyadilakukan
olehPDKebersihanyangmerupakan
badan usahamilikdaerah (BUMD).

Dalamraperda,Detimengatakan,
akan diatur keterlibatanDLHKturun
langsung membantu pengelolaan
sampah. "Dari sisi pemerintah,
pemerintah itu siapa saja terlibat.

BANDUNG- Pemerintah Kota
(Pemkot) Bandung bersama dewan
tengah menggodok rancangan per
aturan daerah (raperda) terkait pe
ngelolaansampah.Rancanganaturan
ini mengedepankan konsep desen
tralisasi pengelolahan sampah.

Direktur Umum PDKebersihan
KotaBandungGunGunSaptarimen
jelaskan, raperda tersebut mengatur
sistem pengolahan sampah mulai
dari levelpemerintah hinggamasya
rakat. Salahsatu yangmenjadi pene
kanan, kata dia, kewajiban warga
memilah sampah mulai dari rumah.
Ia mengatakan, pemilahan sampah
di levelrumah tanggasedianyasudah
tertuang dalam Undang-Undang
Nomor1812008tentang Pengelolaan
Sampah. Namun, ia menilai, pada
tataran realisasinya belum optimal.

.Karena itu, menurut Gun Gun,
pemerintah daerah berupaya mene
gaskankembalikewajibanpemilahan
sampah dimulai dari rumah. "Nah,
itulahharapannya dengan.pendekat
an perda yang baru, konsep desen
tralisasi, sehingga akhirnya pemi
lahan sampah ini bisa terjadi dari
sejakdi rumah. Bukanhanya imbau
an, nanti ke depan bagian dari sis
tern," kata GunGun saat kegiatan di
BalaiKotaBandung, Kamis (28/6).

Pemilahan sampah
didorong mulai dari
rumah.
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tegas,kata dia, diharapkan persoalan
sampah bisa ditangani dengan baik,
dan tak ada lagi masyarakat yang
membuang sampah sembarangan.

Detimenargetkanraperda penge
lolaan sampah akan disahkan perte
ngahantahun ini.Sebab,berdasarkan
hasil beberapa kali rapat bersama
dewan, kata dia, tidak ada substansi
raperda yang terlalu dipermasalah
kan. GunGunjuga berharap raperda
segera disahkan, sehingga pengelo
laan sampah bisa ditangani bersama
mulai dari pemerintah hingga level
masyarakat. "Itu yang sedang kita
coba persiapkan lewat perda ini.
Mungkin secara logis implemen
tasinya baru tahun depan. Tahun ini
kan penguatan kebijakan dan ang
garan," kata GunGun. _ ed: irIan fitrat

angkut sampahnya," ujar dia.
MenurutDeti,dalamraperdajuga

akan diatur sanksi bagi warga yang
. membuangsampahtidakpadatempat
. nya.Iamenyebut,aturanbaru ininan
tinyamenjadilandasanhukum pene-

A rapan sanksi yang selama ini belum
maksimal. "Ketika buang sampah
sembaranganakankenasanksidenda
paksa. Sanksi sosial itu juga muncul
dalamperda ini. Bentuksanksi sosial
insentif,kemudiansanksidenda atau
pun hukumankurungan,"ujar Deti.

Jika aturan baru disahkan, Deti
mengatakan,dinasnyaakanberkoor
dinasi dengan lembaga lainnya ter
kait penindakan dan pemberian
sanksi. Seperti dengan SatpolPP,ke
polisian, kejaksaan, dan juga peng
adilan. Dengan penindakan secara
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